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Pagu Anggaran Kemendikbudristek Tahun 2023 (Per Sumber Dana)

Anggaran

(miliar rupiah)

o

Kegiatan Sasaran Satuan
RM Operasional Rp18,05T

Rp. 420T BLU Museum.

Prioritas
Lainnya
Rp 6,93 T

Program Prioritas Nasional Lainnya, Prioritas KL, Tugas dan Fungsi,
Reformasi Birokrasi, dan Tata Kelola

Program Indonesia Pintar 14.3 jutaSiswa 8.279,32

! KIP Kuliah 893.005Mahasiswa  11.786,58
RM Non Operasional Rp 49,79 T Aneka Tunjangan Guru Non PNS 343.118Guru 8.027,87
: llIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:E TunjanganPrOfeSi DosendanGB 61.0600rang 1.795’48 E
. Non PNS :

34 Pendanaan :

Waiib BOPTN dan BPPTN BH Pendidikan

. J Tinggi (termasuk BOPTN Vokasi) o<l rlies :

4 Rp38,66T :

H Sertifikasi 160.000 Guru 1.010,00 :

Beasiswa Presiden 8000rang 105,97

Akreditasi PAUD/PNF dan Formal 101.652lembaga 305,16

Merdeka Belajar Kampus Merdeka

(MBKM) termasuk Kampus :

Rp80,22T : Mengajar dan Magang Studi 58.000Mahasiswa 950,00
Independen Bersertifikat

PHLN Rp 0,68 T Prioritas Platform, Kurikulum Merdeka, Assesmen Nasional, Guru Penggerak,

: Kementerian Kampus Merdeka, Literasi, Tiga Dosa Pendidikan, Muaro Jambi, dan |z

g‘ggg Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Pagu Anggaran Tahun 2023

per unlt per program (dalam ribuan rupiah)

Kemendikbudristek 80.221.010.125
01 - Sekretariat Jenderal 33.940.663.178
DF - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 8.510.137.184
DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 9.060.749.999
DK - Program Pendidikan Tinggi 13.907.887.505
WA - Program Dukungan Manajemen 2.461.888.490
02 - Inspektorat Jenderal 201.110.601
WA - Program Dukungan Manajemen 201.110.601
03 - Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2.509.889.132
DF - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 198.359.761
DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 1.342.161.521
WA - Program Dukungan Manajemen 969.367.850
11 - Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan 756.724.604
DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 611.206.911
WA - Program Dukungan Manajemen 145.517.693
13 - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 558.467.934
DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 226.096.620
WA - Program Dukungan Manajemen 332.371.314
15 - Ditjen Kebudayaan 1.779.310.942
DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 1.056.558.618
WA - Program Dukungan Manajemen 722.752.324
16 - Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 4.223.183.362
DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 3.531.301.896
WA - Program Dukungan Manajemen 691.881.466
17 - Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 29.554.650.560
DK - Program Pendidikan Tinggi 17.839.189.553
WA - Program Dukungan Manajemen 11.715.461.007
18 - Ditjen Pendidikan Vokasi 6.697.009.812
DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4.096.031.657
WA - Program Dukungan Manajemen 2.600.978.155

g\(%g Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
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Q/ Arah Kebijakan Belanja TIK
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Dasar Hukum terkait SPBE

1. Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Permendikbudristek nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Nomor S-118/AG/2022 tentang Penjelasan Kriteria Rekomendasi (Clearance) Belanja

TIK.

4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal nomor 21 Tahun tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Konsolidasi Serta Reviu Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023.

g;ggg Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 6




Penjelasan Kriteria Clearance Belanja TIK - (1/2)

S R 1) Pembangunan/pengadaan system IT baru

(GEDUNG SUTIKNO SLANIET L ANTAI 12. JALAN DR WAHIDIN HOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON
(021) 3849315, FAKSIMILF (021) 3847157 SITUS WA ANGGARAN KEMENKEL GO D

e atau aplikasi baru yang bersifat umum;

Hal j Kriteria learance) Belanja TIK

3. Pemenuhan kebutuhan BMN sesuai RKBMN yang berpedoman pada Renstra KIL,
Standar Barang dan Standar Kebutuhan; i ﬁ:ﬁ;‘:gﬁmepuﬁ KemenienanlNegara/Lembaga/Jaksa Agunglﬁf:;aéﬁ:ﬁ;“gembmaan

4. Data dan informasi yang dicantumkan dalam RKA/KL Tahun 2023 merupakan data yang {peenilampmoil) 2 ) Pe n ga d a a n Se rve r ba r u d a n /a ta U p U S a t d a ta
telah mendapatkan approval melalui Aplikasi KRISNA. Dalam’mngke Kiesemeen delem

I’ clearance) belanja TIK, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
5. Pengamanan Program/Kegiatan Tertentu ( ) belanj J P g

1. Rekomendasi (clearance) Belanja TIK menjadi salah satu ketentuan dalam proses .
a. Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan anggaran (revisi anggaran) dengan mengacu (da ta Cen tre) b a ru ( D C/ D RC ) ) d a n

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Program Digitalisasi padsfusng lIngkup pemberian;rekomendesl (clearencs) yang same
Nasional, maka kegiatan atau proyek Ki terian/Lembaga b 2 Keennan mengena) ik tehep
2 9 proye ementerian/Lem aga berupa dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 6/AG/2021 tentang H
o s e e BSERT enyelenggaraan Pemerintah yang
yang bersifat umum. /Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan pada

2) P d: b dan/ T pelaksanaan anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021
) Pengadaan server baru dan/atau pusat data (data center) baru (DC/DRC); dan ferifang:Tafa Cara Rl Anggaran

3) Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan 3. Dalam Lampiran | Huruf D Nomor 16 Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER- m e m a nfa at ka n te k n O I ogi i nfo r m a Si d a n

komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE 6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaaahan RKA-K/L dan

H — " g ) K i Pengesahan DIPA, terdapat ketentuan bahwa untuk kegiatan atau proyek K/L berupa:
larus mendapalkan rekomendasi (clearance) dari Kementerian Pendayagunaan a. pembangunan/pengadaan sistem IT baru atau aplikasi baru yang bersitat umum;

Aparatur Negera Reformasi Birokrasi danfatau Kementerian Komunikasi dan b. pengadaan server baru dan/atau pusat data (data center) baru (DG/DRC); dan ko m u n i ka Si u nt u k m e m b e ri ka n I aya n a n

Informatika c yang teknologi  informasi  dan

komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;

Penyampaian permohonan rekomendasi clearance belanja TIK diajukan melalui harus dari Aparatur

aplikasi Evaluasi Anggaran SPBE pada tautan https:/ega-spbe.layanan.go.id. Negara Reformasi Birokrasi dan/atau Kementerian Komunikasi dan Informatia ke p a d a p e n gg u n a S P B E .

b. Program/Kegiatan/Rincian Output yang berkaitan dengan Riset mengacu pada 4. Selaras dengan ketentuan tersebut, sesuai Pasal 7, Pasal 12, dan Pasal 13 PMK Nomor

199/PMK 02/2021, rekomendasi (clearance) atas kegiatan dimaksud pada poin 3 juga
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional;

menjadi persyaratan dalam mengajukan revisi anggaran.
c.  Upaya percepatan penurunan stunting mengacu pada Strategi Nasional Penurunan 5. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang diterima oleh Kementerian Keuangan
Stunting berkaitan dengan ruang lingkup belanja TIK yang harus dilakukan clearance sebagaimana
i dimaksud pada angka 3 huruf ¢ dan mekanisme clearance belanja TIK dimaksud, maka
d. Dalam rangka mendukung efektivitas belanja dan proses evaluasi kebijakan dengan ini kami jelaskan bahwa:

penganggaran perubahan iklim yang lebih baik serta dalam rangka mendukung 4 yang teknologi informasi _ dan Pe rI u m e I a ku ka n Pe rmOh 0 na n Re ko m e ndaSi

ke ki tuk berike I kepad SPBE  sebs
keberlangsungan pembiayaan APBN melalui green sukuk, K/L agar secara disiplin rmuniiast tHK memberikar feyanan iKepsca jpenggrna sevagaimana
melakukan penandaan anggaran perubahan iklim sesuai Pedoman Penandaan

Clearance belanja TIK ke Kemenpan-RB.
Permohonan rekomendasi tersebut diajukan

dimaksud pada angka 3 huuf c adalah belanja TIK  untuk

SBPA Tahun 2023 Surat Dirjen Angaran melalui aplikasi Evaluasi Anggaran SPBE pada link,
ahun
(Lampiran 111) nomor S-118/AG/2022, tgl. 14 April 2022, https://eqga-spbe.layanan.qgo.id
perihal Penjelasan Kriteria Rekomendasi
(Clearance) Belanja TIK

g‘ggg Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



https://ega-spbe.layanan.go.id/

Penjelasan Kriteria Clearance Belanja TIK - (2/2)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Laman www. kemdikbud. go.id

Y

)

SURAT EDARAN
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN KONSOLIDASI SERTA REVIU RENCANA DAN ANGGARAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023

th

Pimpinan Unit Utama
Kerja

Pimpinan Satuan

di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, d ;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tahun 2022 tentang Sisten

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

E
Surat Direktur Jenderal Angg
Nomor S-118/AG/2022 tent

ayaan, Riset, dan Teknologi dan
nterian Keuangan Republik Indonesia
'njelasan Kriteria Rekomendasi (Clearance)

lektronik Kementerian Pe

Belanja TIK, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut

Penyusunan prograr 1 anggaran tahun 2023 pada satuan

ayaan, Riset, dan Teknologi terkait
asi dan komunikasi dilaksanakan

kerja di Kemen
belanja pengada
sesuai d snggaraan sistem pemerintahan berbasis
elektrc
(SPBE Kementerian)

N ¥ 1y

k Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam me anaan dan anggaran tahun 2023

yusun program

sebagaimana dimaksud dal gka 1, satuan kerja wajib mendapatkan
rekomendasi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi selaku Pengelola

SPBE Kementerian

Surat Edaran Sekretaris Jenderal
Kemendikbudristek
Nomor: 21 Tahun 2022

Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal melakukan reviu anggaran
terkait belanja teknologi informasi dan komunikasi pada satuan kerja

bersama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi sebelum penetapan

anggaran tahun 2023

Kegiatan atau proyek terkait belanja teknologi informasi dan komunikasi
yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meliputi

a. pembangunan/pengembangan sis plikasi atau sistem teknologi

informasi dan ki

1) membangun meng: gkan aplikasi umum pada

bidang perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja,

yemantauan d asi, serta kepegawaian;
i

2) membangun d 1w mengembangkan aplikasi umum yang telah

ditetapkan oleh 'nterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, yaitu ap

kasi pengadaan barang dan jasa

pemerintah, pengaduan pelayanan publik, serta kearsipan dan tata

naskah dinas; dan

3) membangun dan/atau mengembangkan aplikasi khusus, yaitu
aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun,
dikembangkan digunakan, dan dikelola oleh Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memenuhi
kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan kementerian/instansi
pusat dan/atau pemerintah daerah lain; dan

istruktur teknologi informasi dan

b. pembangunan/pengembangar
komunikasi, antara

usat data baru dan/atau pusat
Disaster Recovery Centre (DRC) baru yang
1 gedung, fasilitas pendukung dan/atau jasa

meliputi 1

1.

3.

Dalam rangka pelaksanaan konsolidasi serta
reviu rencana dan anggaran SPBE, Biro
Perencanaan dan Inspektorat Jenderal akan
melakukan reviu terkait anggaran belanja TIK
di setiap satker pada lingkup
Kemendikbudristek.

Pembangunan/pengembangan sistem
aplikasi/informasi dan infrastruktur TIK perlu
mendapatkan rekomendasi (c/learance) dari
Pusdatin.

Dalam hal pengadaan belanja TIK yang
memerlukan clearance dari Kemenpan-RB,
maka Satker (melalui unit utama)
mengusulkan permohonan clearance kepada
Biro Perencanaan.

g‘ggg Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
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G/ Anggaran Belanja TIK Kemendikbudristek Tahun 2023
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Pemetaan Belanja TIK Tahun 2023

Anggaran TIK

(dalam ribuan rupiah)

Pagu Anggaran Sistem

2023 Aplikasi Server .

Informasi
KEMENDIKBUDRISTEK 80.221.019.210 9.151.081 34.289.891 1.561.840 8.765.465 53.768.277
01 - Sekretariat Jenderal 33.940.676.147 2.140.302 33.950.610 1.090.840 1.139.484 | 38.321.236
02 - Inspektorat Jenderal 201.110.601 924.243 - - - 924.243
gzn d'?;tijlfa”np&';:':r'\k;;f”ak Usia Dini Pendidikan Dasardan | ) o9 goq 135 3.588.498 i i 128.687  3.717.185
11 - Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan 756.724.228 640.000 - - 392.462 | 1.032.462
13 - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 558.467.934 14.800 - - 255.000 269.800
15 - Ditjen Kebudayaan 1.779.310.947 210.655 - - - 210.655
16 - Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 4.223.183.844 - - - - -
17 - Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi 29.554.646.911 520.763 192.000 461.000 4.868.994 | 6.042.757
18 - Ditjen Pendidikan Vokasi 6.697.009.466 1.111.820 147.281 10.000 1.980.838 | 3.249.939

Keterangan:

1. Pemetaan belanja TIK pada tabel diatas, berdasarkan input data aplikasi Sakti Pagu Anggaran Tahun 2023;
2. Kriteria belanja TIK sesuai dengan SPBE vaitu; Aplikasi, Cloud, Server, dan Sistem Informasi (termasuk infrastruktur TIK);
3. Untuk pengadaan TIK berupa laptop, PC, printer, dll, tidak membutuhkan rekomendasi Pusdatin dan Clearance Kemenpan-RB.

ggggyg Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 10







Siklus Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan

11

10

09

08

07

Pelaksanaan Anggaran e

Arah Kebijakan
DIPA

Keppres Rincian Pagu Indikatif

Anggaran
Renja KL & Tri
RKAKL Alokasi , Lateral Meeting
Anggaran ‘¢ -
‘ Plormig and 04 Pagu Anggaran
Alokasi Anggaran Budgeting v
RKAKL Pagu
UU APBN Anggaran

Nota Keuangan

Evaluasi/Akuntablilitas Kinerja

01

02

03

04

05

06

uPDPUDOUSIDY

Perencanaan <

PAGU INDIKATIF (Januari — Mei)
PAGU ANGGARAN (Juni - Oktober)
ALOKASI ANGGARAN (November-

Desember)
Jadwal tentatif

Dasar Hukum:

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan
Negara

UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

UU 33/2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah

PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan
PP 90/2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran

PP 17/2017 tentang Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional

g%”yg Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi




Tahap Perencanaan dan Penganggaran dan Tahap Penetapan RKA-KL

Arah Kebijakan & Prioritas

Pembangunan Nasional

Tindak Lanjut
E Evaluasi Prog dan Keg T-1

E Inisiatif Baru Tahap 1
I.Z| Penyusunan RKP

E Menyusun Rencana Kerja K/L

Review Baseline

Penyusunan dan
Penetapan Pagu Indikatif

Tindak Lanjut

Penyusunan awal RAPBN
E] Trilaterall Meeting Pagu Indikatif
E] Surat Bersama Pagu Indikatif

3 Penyampaian KEM dan PPKF
ke DPR - Penetapan RKP
Tindak Lanjut

E Masukan Untuk Penyusunan APBN

[I Pembahasan KEM dan PPKF serta RKP
di Banggar Perpres RKP

Pagu Indikatif (Januari-Mei)

[ﬂ K/L : Menyusun Renja K/L & dikaji di DPR

Pagu Anggaran (Juni-Oktober)

Penetapan Pagu

Anggaran

Tindak Lanjut
[l Inisiatif Baru Tahap 2

E Pagu Anggaran
[ZI K/L : Penyesuaian dan Penyusunan
RKA-K/L

[I Trilaterall Meeting - Penelaahan
RKA-K/L

Penyampaian RUU dan

Nota Keuangan

Tindak Lanjut

[] Pembahasan RAPBN di DPR s/d
Oktober

Pagu Alokasi (November-T+1)

Penetapan RUU APBN di
DPR

Tindak Lanjut

@ Inisiatif Baru Tahap 3

@ Pagu Alokasi

E Penyusunan Perpres rincian APBN

E K/L : Penyesuaian dan Penyusunan
RKA-K/L

Trilaterall Meeting — Penelaahan RKAKL

Penetapan Perpres Rincian
APBN

Tindak Lanjut
E Penyusunan DIPA K/L

E Penetapan DIPA K/L dan Non K/L

Tindak Lanjut
E] Penyerahan DIPA K/L oleh Presiden

H Pelaksanaan Anggaran
K/L dan Non K/L
Tindak Lanjut
Laporan Pelaksanaan Anggaran

oy

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Pemetaan Belanja TIK Tahun 2022

Pagu Anggaran Anggaran Belanja
UNIT TA 2022 TIK TA 2022 Keterangan

Kemendikbudristek 82.755.363.858 141.685.762

Sekretariat Jenderal 33.617.952.311 83.522.646 Aplikasi, Server, Cloud, dan Website
Inspektorat Jenderal 179.375.299 1.830.010 Aplikasi

Ditjen Pendidikan Vokasi 2.208.880.755 5.532.758 Aplikasi, Server, Cloud, dan Website
Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 707.551.707 12.731.937 Aplikasi, Server, Cloud, dan Website
E:rjlzri‘ d'?lfa”nd:\‘jli:sznzgik Usia Dini, Pendidikan Dasar dan 564.703.878 10.892.279 Aplikasi dan Website

Ditjen Kebudayaan 1.684.240.443 4.181.929 Aplikasi dan Website

Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2.663.704.725 18.286.771 Aplikasi, Server, dan Website

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan 34.032.230.499 4.049.044 Aplikasi

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 7.096.724.241 658.388 Aplikasi dan Website

Catatan:
* Alokasi belanja TIK diluar belanja laptop, PC, dll

t;;\g;gg Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi




